
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah. 

Sebagai bahan masukan dasar dalam penyusunan RKPD dimaksud, maka disusunlah Perubahan Renja OPD yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020. Perubahan Renja OPD Tahun 2020 ini dibuat dengan mempedomani RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2006-2026, LkjiP Tahun 2019, LKPJ Tahun 2019 serta masukan lain yang relevan dengan penyusunan rencana kerja ini.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2020 ini adalah : 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
g. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja SKPD;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010;
l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
n. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang Panjang;
o. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
p. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2020 tentang  Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah daerah Kota Padang Panjang;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.  Maksud

a. Sebagai penjabaran tindak lanjut dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD.
b. Sebagai acuan dalam penetapan rencana kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2020.
1.3.2. Tujuan

a. Untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 berdasarkan isu dan masalah yang berkembang dan dapat ditanggulangi Tahun 2020.
b. Untuk menetapkan tahapan kegiatan Tahun 2020 sesuai dengan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I
: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sitematika Penulisan
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2. 
Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. 
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil Musrenbang)
BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2. 
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja OPD
3.3. 
Program dan Kegiatan

BAB IV
: PENUTUP



4.1. Catatan Penting

  
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
4.3. Rencana Tindak Lanjut
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Untuk melihat capaian kinerja suatu program dan kegiatan perlu dilakukan analisis. Hal ini diperlukan untuk melihat sejauh mana tingkat capaian atau keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan serta apa permasalahan atau kendala yang ada dalam pelaksanaan sehingga dengan adanya tinjauan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat dievaluasi secara detail yang nantinya akan berguna untuk keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang  pada Tahun 2020 melaksanakan 5 program dengan 20 kegiatan. Dari berbagai program dan kegiatan tersebut telah diupayakan secara maksimal untuk terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Meskipun demikian kita menyadari juga bahwa pada beberapa program dan kegiatan, hasilnya belumlah seperti yang diharapkan. Namun tentunya hal ini tidak akan mengurangi tekad dan semangat kita untuk menjadi lebih baik dimasa-masa yang akan datang.
Secara keseluruhan dalam pelaksanaan renja dan capaian renstra tahun lalu tingkat capaian program adalah 86,33% untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2020 akan diusahakan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023. 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD




Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang belum memiliki SPM dan tidak memiliki IKK.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  OPD

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Humas DPRD. 
b. Penyelenggaraan persidangan dan hukum DPRD 
c. Penganggaran, penyelenggaraan dan pengendalian administrasi keuangan DPRD
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD perlu perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Ini dilakukan dengan mengkaji program kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan.  

Pada bagian ini disajikan Tabel T.C.29

2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Renja OPD sebagai bahan bagi penyusunan RKPD dalam penyusunannya telah disinkronkan dengan usulan anggota DPRD sehingga Perubahan Renja Sekretariat DPRD memuat program kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Pada bagian ini disajikan Tabel T.C.33
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. 
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional mengamatkan bahwa pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2020 tema pembangunan nasional adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk pertumbuhan Berkualitas”. Pemerataan tersebut termasuk pemerataan dalam berbisnis, berusaha dan dalam bidang lainnya. Tema tersebut akan di perkuat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara plitik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda itu di sebut NAWACITA, yaitu:


Cita 1
: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warna Negara


Cita 2 
: Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya


Cita 3
: Membangun Indonesia dari pimggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan


Cita 4
: Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya


Cita 5
: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan amsyarakat Indonesia


Cita 6
: Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional


Cita 7
: Mewujudkan kemandirian ekonomi


Cita 8
: Melakukan reformasi karakter bangsa


Cita 9
: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social


Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun 8 prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Delapan prioritas nasional tersebut adalah:

1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia;

2. Meningkatkan kualiatas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; III-2

3. Melakukan revolusi karakter bangsa;

4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit beesama bangsa-bangsa Asia lainnya;

5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan;

6. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;

7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demogratis, dan terpercaya; dan

8. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hokum yang ebbas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, Pemerintah Kota Padang Panjang telah memiliki RPJMD Tahun 2019-2023, telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang yang akan di capai untuk 5 tahun ke dapan. Adapun visi Kota Padang Panjang adalah “Untuk Kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat”. Berikut adalah penjabaran dari visi Kota Padang Panjang tersebut yaitu :

· Untuk Kejayaan Padang Panjang, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakandan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

· Bermarwah, istilah marwah adalah istilah yang menunjukan pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga dengan visi ‘ menjadi Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakat. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebangaan yang poritif pada kotanya padang panjang Kota Serambi Mekkah.
· Bermartabat, diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adar basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermanfaat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjangyang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan keungguan dan berdaya berbagai prestasi di berbagai bidang.
	                Bermarwah
                 Bermartabat

UNTUK KEJAYAAN

PADANG PANJANG


Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023
Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kota Padang Panjang, maka pembangunan Kota Padang Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, manpan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan , lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam pencapaian tersebut pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan social untuk sebesar besarnya “ untuk kejayaan Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat”

Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan di atas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan 3 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;

b. Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saning SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya; dan

c. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif.

3.2
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja OPD

Tujuan 

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat DPRD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi diperoleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan strategis yaitu meningkatkan pelayanan terhadap kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

Sasaran 

Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang adalah Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

3.3. 
Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2020 adalah sebagai berikut  :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
2. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
4. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5. Kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
6. Kegiatan pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat
7. Kegiatan penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi
II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas
2. Kegiatan pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor
3. Rehab Sedang Berat Gedung Kantor
4. Pengadaan Kendaraan Dinas
III. Program Penyelengaraan kelembagaan DPRD 
1. Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Kegiatan Reses
3. Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD
IV. Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan
1. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan dan kebijkan daerah
2. Kegiatan pelaksanaan hari jadi kota padang panjang
3. Kegiatan fasilitasi serah terima anggota DPRD Kota Padang Panjang
V. Program kerjasama informasi dengan media masa
1. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dan informasi kegiatan DPRD
Pada bagian ini disajikan Tabel T.C.33

BAB IV
PENUTUP
4.1. Catatan Penting
Untuk meningkatkan perkembangan Sekretariat DPRD sangat dibutuhkan dukungan dan kemitraan Pemerintah Pusat, Propinsi serta Daerah, baik yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan maupun dari segi pembiayaan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan akan dapat diwujudkan guna pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang sesuai dengan rencana kerja jangka menengah yang sudah disusun.  
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan. Adapun kaidah yang diambil adalah :
1. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023. 

2. Penyusunan perubahan renja ini didasarkan kepada Renstra dengan memperhatikan aspirasi anggota

3. Perubahan Renja ini bisa tersusun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja baik dari segi fisik maupun dari segi keuangannya.

4. Diharapkan kepada seluruh pelaksana kegiatan agar memaksimalkan kegiatan- kegiatan dengan anggaran yang tersedia sehingga hasilnya dapat memenuhi target kinerja.

4.3. Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Program Kegiatan di Sekretariat DPRD yang telah tertuang dalam perubahan renja ini hendaknya dapat terealisasi sehingga penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD dapat berperan maksimal untuk mewujudkan visi misi Sekretariat DPRD khususnya dan visi misi Kota Padang Panjang umumnya
Padang Panjang, 16 September 2020

Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang
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